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Pendahuluan

® Baru-baru ini, terdapat pelanggaran konsumen yang sangat memprihatinkan kerugian pada
layanan jasa open frip gunung melalui media sosial felah menjadi masalah yang umum di
kalangan pengguna jasa Eerjolgnon. Kasus terbaru yang menjadi viral adalah 103 pendaki yang
dipaksa furun saat tiba di Pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang, Gunung Rinjani, Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka diduga menjadi korban kerugian jasa open trip (OT).

® Penawaran dan promosi yang sering kali ditawarkan oleh penyedia layanan open frip juga
memainkan peran penting dalam menarik minat para pendaki. Diskon harga, paket khusus, atau
penawaran trambanhan seperti pelayanan dan fasilitas ekstra bisa menjadi pembeda yongh ,
signifikan dalam memilih penyedia layanan. Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadagpi
maraknya kerugian pada layanan jasa open trip gunung melalui media sosial. Kerugian pada jasa
open frip dapatf membahayakan keselamatan pendaki. Pendaki yang fidak memiliki izin resmi
mungkin tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai atau panduan yang
berpengalaman, meningkatkan risiko kecelakaan atau insiden di gunung.

® Dalam konteks jasa layanan open trip gunung, penting untuk memahami kerangka hukum yang
mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau pelanggaran kontrak. Berbagai pasal dalam Kitab
U,ndong.—Undcnﬁg ukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum yang relevan untuk
situasi ini. Pasal T338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah
sesual dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yan
membuatnya. Artinyq, perjanjian antara pendaki dan penyelenggara open trip yang telah
disepakati secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan hukum yang
mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Ganti Rugi atas Wanprestasi dalam Jasa Layanan Open Trip
Gunung oleh Komunitase

2. Bagaimana akibat hukum dari adanya Wanprestasi dalam Jasa Layanan
Open Trip Gunung oleh Komunitase
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Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan
perundang-undangan untuk menganalisis masalah terkait ganti rugi atas wanprestasi
dalam layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas. Pendekatan ini,
yang dikenal sebagai Statute Approach, memanfaatkan data primer dari sumber
peraturan undang-undangan utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), sebagai salah satu sumber hukum utama, memberikan kerangka kerja
untuk memahami ketenfuan umum mengenai perjanjion dan wanprestasi, Selain data
primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder berupa buku dan jurnal yang

relevan.
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Hasil

* Pengajuan gugatan di pengadilan adalah langkah litigasi utama di mana konsumen
mengajukan klaim hukum ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengatur
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Konsumen doBo’r menc}gqukan gugatan

erdata di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur
anggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian.

* Dalam KUHPerdata dalam pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk
menckgo’rom situasi wanprestasi dalam layanan open trip. Pasal 1338 mengatur keharusan
untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, Pasal 1320 menegaskan kekuatan
hukum dari perjanjian yang sah, dan Pasal 1233 memperjelas sumber perikatan dari
undang-undang serta perjanjian. Kombinasi ketiga pasal ini membentuk kerangka
hukum yang dapat digunakan oleh pendaki untuk menuntut ganti rugi atas
pelanggaran kontrak dalam konteks jasa layanan open frip gunung.

* Untuk membuktikan wanprestasi, penggugat harus menyediakan bukti yang cukup,
seperti dokumen kontrak, surat-menyurgt, atau catatan yang menunjukkan oahwa
pihak tergugat gagal memenuhi kewajiban kontraktual. Selain itu, penggugat juga
gerlu menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut,

aik berupa biaya tambahan, kerugian finansial, atau kerugian lain yang dapat
dihitung dan dibuktikan
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Dalam konteks layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh
komunitas, memahami kapan suatu perjanjian dianggap sah dan berlaku
menjadi sangat penting, terutama dalam kasus wanprestasi atau
kegagalan pihak penyelenggara untuk memenuhi kewaqjibannya.
Berbagai teori perjanjian dalam ilmu hukum memberikan pandangan
berbeda mengenai saat terjadinya perjanjian, yang pada gilirannya
mempengaruhi bagaimana ganti rugi atas wanprestasi dapat diklaim.




Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis,
penelitian ini akan menambah khazanah iimu pengetahuan di bidang hukum
terutama upaya hukum baik secara gugatan perdata atau pidanag, khususnya
terkait dengan skema tanggung gugat dan pertfanggungjawaban perdata yakni
gugatan atas wanprestasi dalam kasus kerugian jasa layanan open trip gunung.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
dan pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif. Secara prakitis,
penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik pendaki tentang hak-hak
mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan
perlindungan hukum apabila menjadi korban kerugian jasa layanan open trip
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